SALINAN
NOMOR 10/2020

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa akibat merebaknya Corona Virus Disease
(COVID-19) di Kota Malang berdampak pada penurunan
aktivitas perdagangan di Pasar Rakyat;

b. bahwa masyarakat rumah kediaman golongan V,
golongan VI, golongan VII dan golongan VIII selaku
subyek retribusi kebersihan/persampahan mengalami
dampak merebaknya Corona Virus Disease (COVID-19)
di Kota Malang;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 63
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015
tentang Retribusi Jasa Umum, Walikota Dapat
memberikan pembebasan Retribusi Daerah kepada

Wajib Retribusi atau terhadap objek retribusi tertentu;

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembebasan
Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan Tahun 2020;



Mengingat

1.

Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang
Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonsia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23



10.

11.

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang



12.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157); |

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota
Malang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Malang Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN  WALIKOTA  TENTANG PEMBEBASAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN TAHUN 2020.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kota Malang.

Walikota adalah Walikota Malang

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

Pembebasan Retribusi daerah adalah, pemberian
kebebasan kepada wajib retribusi untuk tidak
memungut dan menyetor retribusi daerah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,

termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.



BAB II
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan pembebasan

Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan Tahun 2020.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 3

Pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, berupa:

a. pembebasan atas pokok Retribusi Pelayanan Pasar;
dan

b. pembebasan atas pokok Retribusi Pelayanan
Persampahan /Kebersihan.

Pembebasan atas pokok Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan sebagaimana  dimaksud

pada ayat (1) huruf b, khusus untuk Pelayanan

Persampahan/Kebersihan, sebagai berikut:

a. Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar,

b. Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Rumah
Kediaman untuk Golongan V, Golongan VI,
Golongan VII, dan Golongan VIII; dan

c. Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Rusunawa.

Pasal 4

Pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, berlaku mulai tanggal
17 April 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.

Pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, berlaku mulai Bulan

Mei 2020 sampai dengan Juni 2020.



BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 16 April 2020
WALIKOTA MALANG,

ttd.
SUTIAJI

Diundangkan di Malang

pada tanggal

16  April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.
WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
LA BAGIAN HUKUNM

TABRANI, SH, M.Hu
Pemﬁ)ina Tk 1
NIP. 19650302 199003 1 019




